
BAB II 

PROFIL SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP 
(SAMSAT) KOTA SEMARANG II 

 

2.1       Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II 

2.1.1 Sekilas Tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota 

Semarang II 

Sejarah berdirinya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) urusan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) di Provinsi Jawa Tengah diawali dengan suatu gagasan atau usulan yang 

disampaikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam forum 

“Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se-Indonesia” 

yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 s.d. 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan 

Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan  Menteri  Dalam Negeri No. 

46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Usulan disampaikan pada kesempatan ceramah Bapak 

Brigadir Jendral Polisi V. Karamoy yang menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Lalu 

Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada ceramahnya berjudul “Peranan 

Polri sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam hubungan yang 

serasi antara Pemerintah Daerah dan Polri” (http://dppad.jatengprov.go.id//).  

Usulan yang menghendaki “Samsat” urusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah diujicoba 

oleh DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun (1972-1976) dan terbukti dengan keberhasilannya 

dapat meningkatkan pendapatan Daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat agar dapat 

http://dppad.jatengprov.go.id/


diterapkan diseluruh Indonesia. Ternyata usulan mendapat dukungan dari peserta penataran 

sehingga dapat menelorkan suatu keputusan penataran berupa “Usulan kepada Pemerintah 

khususnya Pimpinan Departemen Dalam Negeri untuk dapatnya Samsat Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 

dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia”. Perlu kiranya diketahui bahwa 

penulis yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pajak ikut dala penataran tersebut 

bersama Bapak Drs. Varchan sahlisapoetro yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian 

Pengawasan dan Bapak Drs. Agoes Soemadi yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (http://dppad.jatengprov.go.id//). 

Surat Keputusan Bersama  3 (tiga) Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan) No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 

1693/IV/1976, 311 tahun 1976 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 

tanggal 28 Juni 1977. Sebagai realisasi keputusan penataran Kepala Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat I se-Indonesia yang disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah dalam hal ini 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan; maka 

dikeluarkan persetujuan dari Pemerintah secara terpadu dalam bentuk “Surat Keputusan 

Bersama” yang dikeluarkan  oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri 

Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 

1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1973. Kemudian untuk penjabaran Surat Keputusan 

Bersama  tersebut dalam pelaksanaannya, disusun “Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem 

Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Samsat) dalam pengeluaran Surat Tanda 

Nomor Kendaran (STNK), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 
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(SWDKLLJ) yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 

tanggal 28 Juni 1977 (http://dppad.jatengprov.go.id//). Dengan kata lain Samsat sebagai suatu 

sistem administrasi yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung dan dibentuk guna 

memperlancar serta mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat. Semisal dalam 

pengurusan dokumen atau pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II merupakan kantor 

pelayanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah. Dalam bidang 

Pajak Daerah yang merupakan salah satu dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yaitu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB). Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II bekerja sama 

dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan PT. Jasa Raharja Persero membentuk suatu 

sistem pelayanan terpadu atau yang lebih dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (Samsat). Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II berlokasi 

di Jalan Setiabudi No. 110 Banyumanik, Semarang. Kantor Unit Pelayanan Pendapatan 

Daerah (UPPD) Kota Semarang II terdiri dari dua gedung yaitu Gedung Unit Pelayanan 

Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II dan Gedung Sistem Administrasi Manunggal 

Dibawah Satu Atap (Samsat) Semarang II.  

2.2 Visi dan Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap(Samsat)                                

Kota SemarangII 

Dalam melaksanakan perannya dalam pelayanan pajak dan pemberdayaan aset daerah, 

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II sebagai unit dari Badan 

Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa tengah menjalankan Visi dan Misi 

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa tengah yang dengan sendirinya 

juga merupakan visi dan misi dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota 

http://dppad.jatengprov.go.id/


Semarang II. Visi dan Misi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II 

adalah sebagai berikut :  

2.2.1 Visi 

Menjadi Dinas Penopang Kemandirian Otonomi Daerah Dengan Optimalisasi 

Pendapatan Didukung Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Aset yang 

Profesional Berbasis Teknologi. 

2.2.2 Misi 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 

2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi; 

3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur; 

4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik; 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana; 

6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah; 

7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan 

lain-lain; 

8. Menertibkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah; 

9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah. 

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(Samsat) Kota Semarang II dengan sukses, visi dan misi tersebut diletakkan ditempat yang 

strategis agar mudah dilihat oleh semua karyawan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(Samsat) Kota Semarang II. Tidak hanya ditempel pada ruangan pimpinan. Dengan demikian 

karyawan membaca visi dan misi maka akan membuat komunikasi, budaya organisasi dan 

gaya kepemimpinan lebih kuat sehingga mendukung kinerja karyawan untuk bekerja lebih 

baik. 

 



2.2.3 Kebijakan Mutu 

“Berkomitmen mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan perbaikan 

pengelolaan pendapatan dan aset daerah secara berkesinambungan” 

 

Gambar 2.1 Kebijakan Mutu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
(Samsat)  Kota Semarang II 

 

 

Gambar 2.2 Visi dan Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
(Samsat)  Kota Semarang II 



 
 

Gambar 2.3 Slogan Budaya Malu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
(Samsat)  Kota Semarang II 

 
 

 

Gambar 2.4 Slogan Budaya Stop Pungli Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
(Samsat)  Kota Semarang II 

 
 



2.2.4 Logo Terkait 

 

Gambar 2.5 Logo Instansi-Instansi Terkait Dalam Pengelolaan Kantor Bersama Sistem 
Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)  Kota Semarang II 

 

2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi  

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II merupakan salah satu 

dari 37 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) 

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah (BPPD) Provinsi Jawa TengahPasal 4, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset 

daerah. Selain tugas pokok, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) juga memiliki fungsi 

yaitu (Sumber: Wawancara Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Kota Semarang II, 

4/11/2018) : 

1 Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan Pajak dan Bea Balik Nama  Kendaraan 

Bermotor, Tata Usaha, dan Retribusi Pendapatan Lain dan Penagihan. 

2 Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan Pajak dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Tata Usaha, dan Retribusi Pendapatan Lain dan Penagihan. 

3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan 

aset daerah. 

4 Pengelolaan ketatausahaan. 



5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. 

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 maka peran 

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II sebagai unit pelayanan pajak 

daerah adalah sebagai berikut : 

1 Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Kendaraan Bermotor. 

2 Menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

3 Memungut, menagih dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan peraturan  

perundang-undangan yang berlaku. 

4 Menerima dan menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. 

5 Memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib pajak. 

6 Memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

7 Melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administrasi Pajak. 

8 Menyetorkan penerimaan Pajak ke Kas Daerah. 

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II merupakan Unit 

Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di Kota Semarang yang mengelola pelayanan pajak 

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di lima Kecamatan tersebut. 

Potensi obyek pajak kendaraan bermotor di wilayah kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 

(UPPD) Kota semarang II mencapai 911.476 unit kendaraan yang terdiri dari 714.142 unit 

kendaraan roda dua dan 197.334 unit Kendaraan Roda 4. (Laporan Struktural Unit Pelayanan 

Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II Bulan Januari 2018).  

 

 



Tabel 2.1  Potensi Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 
(UPPD) Kota Semarang II Tahun 2016-2018 

 
Tahun Roda 2 Roda 4 Jumlah roda 2 

dan roda 4 
2016 307.942     77.593 385.535 
2017 237.827  69.731 307.558 
2018 168.373 50.010 218.383 

    
Jumlah 714.142 197.334 911.476 

Sumber : Laporan Struktural Unit Pelayanan Pendapatan Daerah  
(UPPD) Kota Semarang II 

 
Kegiatan kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II meliputi 

kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pelayanan atau pemungutan Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, dan Pendapatan lainnya yang disahkan oleh Undang-Undang. Kegiatan 

dalam bidang Pajak Daerah yaitu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II bekerja sama 

dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan PT. Jasa Raharja Persero. Retribusi Daerah dan 

Pendapatan lain-lain dikelola secara terpisah dengan pengelolaan Pajak Daerah. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan fokus kerja setiap perangkat kerja yang ada di Unit Pelayanan 

Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II (Sumber: Wawancara Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha Samsat Kota Semarang II, 4/11/2018). 

Layanan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) 

Kota Semarang II telah didukung dengan jaringan online di seluruh Jawa Tengah untuk 

meningkatkan kemudahan dan akses layanan Pajak Kendaraan Bermotor. Samsat Online 

adalah sistem jaringan informasi yang mengoneksikan seluruh titik pelayanan di setiap Unit 

Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sehingga masyarakat dapat dilayani di setiap Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pelayanan yang dikehendaki di seluruh Provinsi 

Jawa Tengah. Manfaat dari adanya samsat online ini adalah kemudahan melakukan 



pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) nya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) terdekat di 

wilayah Jawa Tengah. Manfaat secara internal dari program ini adalah untuk memotivasi 

kompetisi antar Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk 

memberikan pelayanan terbaiknya (Sumber: Wawancara Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Samsat Kota Semarang II, 4/11/2018)..  

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan pelayanan pajak dengan 

program loket Samsat Cepat. Program ini merupakan sebuah layanan pendaftaran ulang atau 

pelayanan perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat diselesaikan hanya 

dengan waktu 5 (lima) menit, dengan ketentuan wajib pajak harus menyertakan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Asli. Inovasi berikutnya selain program Samsat Cepat, Unit Pelayanan 

Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II juga memiliki program Samsat Keliling. 

Program ini merupakan upaya mendekatkan instansi pelayanan pajak dengan masyarakat. 

Program Samsat Keliling sendiri pada prinsipnya untuk menjangkau daerah-daerah yang 

berlokasi jauh dari Samsat induk. Hal ini diharapkan dapat memudahkan setiap wajib pajak 

untuk dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Sumber: Wawancara Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha Samsat Kota Semarang II, 4/11/2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2.2  Jadwal Samsat Keliling Unit Pelayanan Pendapatan Daerah  
(UPPD) Kota Semarang II 

 
Hari Tempat Lokasi 
Senin Kec. Semarang 

Selatan 
Simpang Lima (depan SMKN 7 
Semarang) 

Selasa Kec. Semarang 
Selatan 

Simpang Lima (depan SMKN 7 
Semarang) 

Rabu Kec. Semarang 
Selatan 

Kantor Kecamatan Semarang 
Selatan 

Kamis Kec. Semarang 
Selatan 

Simpang Lima (depan SMKN 7 
Semarang) 

Jum'at Kec. Tembalang Depan kampus POLINES UNDIP 
Sabtu Kec. Semarang 

Selatan 
Simpang Lima (depan SMKN 7 
Semarang) 

 
Sumber : Buku Profil Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 

 (UPPD) Kota Semarang II 2018 
 

Adapun program-program lain yang dilaksanakan oleh Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II dalam upaya pencapaian target pendapatan pajak 

kendaraan bermotor (Sumber: Wawancara Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Kota 

Semarang II, 4/11/2018) : 

1. Melaksanakan Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan 

cara Door To Door; 

2. Melaksanakan Kerjasama Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  

dengan Pemerintah Kota Semarang dan mensosialisasikan sampai dengan tingkat 

Rukun Tetangga (RT) – Rukun Warga (RW) seluruh wilayah Kota Semarang; 

3. Pelaksanaan Razia Gabungan dengan Polsek dan Polrestabes secara rutin; 

4. Fasilitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  melalui Samsat Siaga; 

5. Fasilitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi Android 

Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE); 

6. Fasilitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (Samsat) Malam Transmart; 

7. Fasilitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  pada Samsat Car Free Day. 



2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan pola tetap hubungan–hubungan di antara fungsi–

fungsi, bagian–bagian, ataupun posisi maupun orang–orang yang menunjukkan kedudukan, 

tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Struktur 

organisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II berbentuk 

lini. Struktur organisasi lini adalah suatu struktur organisasi dimana atasan dan bawahan 

dihubungkan dengan sebuah garis atau jalur ke atas dan ke bawah, bukan ke samping. Ke atas 

sebagai jalur pelaporan tanggung jawab, sedangkan ke bawah sebagai jalur pendelegasian 

tugas dan wewenang. Dalam suatu organisasi baik organisasi publik atau pemerintah maupun 

organisasi non pemerintah tak asing lagi dengan bagan struktur organisasi. Secara visual 

bagan struktur organisasi hanya berupa gambar kotak yang dihubungkan dengan garis-garis. 

Bagan struktur organisasi menggambarkan alur komando atau perintah, jalur koordinasi dan 

kerjasama, alur tanggung jawab, dan pembagian tugas dan wewenang dari tiap unit kerja atau 

sub unit yang ada dalam suatu organisasi.  

Dalam bagan struktur organisasi terdapat jalur yang menghubungkan antar unit kerja 

atau sub unit kerja yang ada di dalam organisasi. Yang pertama adalah garis komando atau 

perintah yang menunjukkan alur komando atau perintah yang mengalir dari pimpinan 

organisasi kepada unit di bawahnya sampai ke unit terendah dalam organisasi. Dalam hal ini 

komando atau perintah “mengalir ke bawah”, artinya bahwa setiap pimpinan organisasi hanya 

dapat memerintah unit organisasi di bawahnya, tidak kesamping. Inilah yang selanjutnya 

lebih dikenal dengan istilah “kesatuan komando (Unity of Command)”. Garis yang kedua 

adalah “garis koordinasi”, yang menunjukkan hubungan kerja atau koordinasi antar unit atau 

sub unit organisasi yang ada. 

Koordinasi dimaksudkan agar terjadi harmonisasi kegiatan antar unit kerja. Hal ini 

menjadi penting karena tiap unit kerja melaksanakan spesialisasi tugas masing-masing. 



Kerjasama harus dilakukan kerena tiap unit kerja tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama tidak 

harus dipahami sebagai bentuk bantuan untuk “bekerja bersama-sama” misalnya hari ini 

bersama-sama bekerja di unit A, besok bersama-sama di unit B dan seterusnya. Kerjasama 

dapat dilakukan dengan memberi kesempatan unit kerja yang lain untuk memanfaatkan apa 

yang telah dihasilkan oleh suatu unit kerja. Suatu unit kerja melakukan tugasnya dengan baik 

dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh unit kerja yang lain juga merupakan bentuk kerjasama 

dalam organisasi.  

Bagan Struktur organisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)     

Kota Semarang II sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2016 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (Samsat) Kota Semarang II membutuhkan para pegawai yang handal di bidangnya.  

KEPALA UPPD 

KEPALA SUB BAGIAN TATA 
 

KEPALA SEKSI RPLP KEPALA SEKSI PKB PAMIN STNK 

BAGIAN PENETAPAN BAGIAN PEMBAYARAN 

JASA 
RAHARJA 

KASIR 
BPD 

KASIR 
BRI 

BAGIAN   
CEK FISIK 

BAGIAN  
PENDAFTAR

 

BAGIAN  
PENGESAHAN 

DAN PLAT 
NOMOR  



Adapun jumlah dan perbandingan karyawan yang dimiliki oleh Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II ditunjukkan dalam tabel berikut ini:  

Tabel 2.3 
 Jumlah Dan Perbandingan Karyawan 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II 
 

NO SEKSI Jumlah 
Pegawai PERBANDINGAN 

1 Tata Usaha 14 13:75 

2 Retribusi, Pendapatan Lain, dan 
Penagihan 9 9:75 

3 Pajak Kendaraan Bermotor 17 17:75 
4 Polri 25 25:75 
5 Bank Jateng 7 7:75 
6 Bank BRI 2 2:75 
7 Jasa Raharja 2 2:75 

JUMLAH 76  

 

2.4    Iklim Komunikasi Organisasi 

2.4.1 Iklim Komunikasi Organisasi di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) 

Kota Semarang II 

Sesuai dengan iklim komunikasi organisasi merupakan hasil dari strukturasi, dan 

keduanya merupakan perantara dan hasil interaksi. Dengan demikian iklim bersifat tidak 

statis, yang artinya akan terus tetap mengalami proses perkembangan. Titik tolak analisis 

teori strukturasi adalah tindakan manusia. Aktivitas bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh aktor 

sosial, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan-ulang melalui suatu cara, dan dengan cara 

itu juga mereka menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor di dalam dan melalui aktivitas 

mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas ini berlangsung. Dengan 

demikian, aktivitas tidak dihasilkan melalui kesadaran, melalui konstruksi tentang realitas, 

atau tidak diciptakan oleh struktur sosial. Setiap orang pasti terlibat dalam praktik sosial 

(sebagai aktor)  ketika menyatakan diri mereka sendiri. Melalui  praktik sosial itulah, 

kesadaran dan  struktur diciptakan. Setelah dilakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian 



Tata Usaha Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II agar iklim 

komunikasi organisasi di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota 

Semarang II dapat berjalan baik diperlukan dukungan-dukungan kegiatan. 

Kegiatan tersebut antara lain : 

No Nama Kegiatan 

1 Peningkatan kualitas pelayanan 

2 Penyelenggaraan sosialisasi peningkatan pendapatan asli daerah  

3 Monitoring dan evalusi perolehan pendapatan asli daerah 

4 Peningkatan komunikasi pimpinan dan karyawan melalui rapat internal 

5 Peningkatan tata kelola manajemen melalui workshop dan sosialisasi peraturan 

6 Peningkatan kualitas tata naskah dinas  

 

2.5     Budaya Organisasi 

2.5.1 Budaya Organisasi di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota 

Semarang II 

Budaya organisasi merupakan perangkat organisasi yang dianggap abstrak, namun 

semakin hari semakin dirasakan betapa signifikan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disinpulkan bahwa kultur atau budaya organisasi 

merupakan suatu kekuatan yang tidak terlihat tetapi mempengaruhi pikiran, perasaan, 

pembicaraan dan tindakan orang-orang yang bekerja didalam organisasi, mempengaruhi 

persepsi karyawan, menentukan cara kerja karyawan sehari-hari dan juga dapat membuat 

mereka senang dalam melaksanakan pekerjaannya. Budaya organisasi menyangkut masalah 

perilaku orang yang bekerja dalam organisasi yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku  

anggota organisasi sehingga dapat menciptakan suatu kebersamaan baik dalam sikap maupun 

perilaku anggota organisasi untuk mencapai keberhasilan organisasi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II yang dilakukan oleh peneliti, 



bahwa budaya organisasi di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota 

Semarang II cukup baik dan kuat. Hal ini karena ada jalinan komunikasi yang baik antar 

pimpinan dan bawahan serta antar sesama karyawan. Budaya organisasi yang baik akan 

memberikan manfaat bagi organisasi lewat beberapa fungsi, yaitu sebagai mekanisme 

kontrol, stabilitas sistem sosial, batas pembeda, integrator, pembentuk perilaku. Di sisi lain, 

budaya organisasi juga dapat berfungsi sebagai penghambat untuk memulai suatu perubahan. 

Budaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan disebut sebagai budaya organisasi kuat 

(Robbins, 1998:248). Kuat atau tidaknya budaya organisasi akan terlihat dari pengaruhnya 

dalam mengintegrasikan setiap masalah dalam organisasi. Budaya yang kuat akan 

membentuk tingkat toleransi yang tinggi dalam pengambilan resiko, agresifitas, dan fokus 

yang tinggi pada hasil kinerja tanpa mengabaikan proses dalam mencapai hasil tersebut 

(Robbins, 1998 : 248).  

Berikut beberapa kegiatan budaya organisasi di Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (Samsat) Kota Semarang II: 

No Nama Kegiatan 

1 Peningkatan kesegaran jasmani melalui olahraga 

2 Peningkatan budaya kerja melalui gathering 

3 Pengembangan kebijakan dan inovasi 

4 Peningkatan kedisiplinan melalui penilian kinerja 

5 Audit mutu internal / Surveillance ISO 9001:2008 

6 Adanya forum komunikasi grup pada aplikasi WhatsApp 

7 Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat 
 

2.6    Gaya Kepemimpinan 

2.6.1 Gaya Kepemimpinan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota 

Semarang II 

Sesuai dengan teori yang digunakan, gaya kepemimpinan merupakan suatu kekuatan 

yang tidak terlihat tetapi mempengaruhi pikiran, perasaan, pembicaraan dan tindakan orang-



orang yang bekerja didalam organisasi, mempengaruhi persepsi karyawan, menentukan cara 

kerja karyawan sehari-hari dan juga dapat membuat mereka senang dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Gaya kepemimpinan menyangkut masalah perilaku orang yang bekerja dalam 

organisasi yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi sehingga dapat 

menciptakan suatu kebersamaan baik dalam sikap maupun perilaku anggota organisasi untuk 

mencapai keberhasilan organisasi. Gaya kepemimpinan yang tepat akan membentuk tingkat 

toleransi yang tinggi dalam pengambilan resiko, agresifitas, dan fokus yang tinggi pada hasil 

kinerja tanpa mengabaikan proses dalam mencapai hasil tersebut.  

2.7     Kinerja Karyawan 

2.7.1 Kinerja Karyawan  di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota 

Semarang II 

Selain faktor iklim komunikasi organisasi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan, 

hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam suatu organisasi adalah kinerja karyawan. Dalam 

organisasi kinerja karyawan mempunyai peranan penting karena menyangkut langsung pada 

unsur manusia dalam organisasi. Kinerja karyawan yang tepat akan mampu memajukan dan 

mengembangkan organisasi. Dalam organisasi pemerintah maupun swasta dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang 

atau sekelompok orang, yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya 

tujuan organisasi karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut. 

Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh unsur karyawannya karena itu dalam mengukur 

kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur dalam tampilan kerja dari karyawannya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada karyawan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II telah dilakukan beberapa 

kegiatan untuk meningkatkan kinerja karyawan :  

 



No Nama Kegiatan 

1 Peningkatan pendidikan bagi seluruh karyawan 

2 Peningkatan kompetensi karyawan 

3 Perjalanan Dinas 

4 Honorium manajemen 

5 Adanya tambahan penghasilan karyawan sesuai dengan hasil penilaian kinerja 
karyawan yang transparan 
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